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Abstrak: Implikasi Corporate Governance dalam Pelaksanaan Inte-
grated Reporting pada BUMN Nonkeuangan. Penelitian ini berupaya 
untuk menelaah implikasi corporate governance serta keterlibatan ak-
tif personel perusahaan pada pembuatan integrated reporting. Metode 
digunakan adalah regresi data panel pada 64 data perusahaan saham 
pemerintah nonkeuangan dan terindeks di BEI pada periode 2014-2017. 
Corporate governance pada BUMN nonkeuangan ini telah diterapkan 
dengan baik. Pilar utama dalam menjalankan kebijakan perusahaan 
dalam penyusunan pelaporan keuangan adalah direksi. Untuk mem-
pertahankannya, direksi dan komisaris dipilih melalui proses pemilihan 
yang panjang dan tanpa campur tangan dari pemerintah sebagai pemilik 
saham terbesar.

Abstract: Corporate Governance Implication in Integrated Report-
ing Implementation on Non-Financial SOEs. This study seeks to ex-
amine the implications of corporate governance and the active involvement 
of company personnel in making integrated reporting. The method used is 
panel data regression on 64 non-financial and indexed government stock 
company data on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2017 peri-
od. Corporate governance in this non-financial SOE has been implemented 
well. The central pillar in carrying out company policy in the preparation 
of financial reporting is the directors. To maintain it, directors and commis-
sioners are chosen not only through a lengthy selection process and with-
out interference from the government as the largest shareholder.

Integrated Reporting (IR) diharapkan 
tidak hanya melaporkan kondisi keuang
an, tetapi lebih kepada penyajian laporan 
keuangan dari seluruh aspek perusahaan. 
Untuk melihat kondisi perusahaan dari sisi 
perspektif bisnis, diperlukan laporan yang 
transparan dan terintegrasi  (Benyaminova, 
Mathews, Langley, & Rieple, 2019; Bouten 
& Hoozée, 2015; Dillard & Brown, 2013; 
Lai, Melloni, & Stacchezzini, 2016; Reuter 
& Messner, 2015; Soyka, 2013). Disamping 
itu, IR juga harus mengungkapkan proses 

bisnis, kinerja perusahaan, tata kelola ser-
ta strategi manajemen untuk keberlanjutan 
perusahaan di masa mendatang (McNally, 
Cerbone, & Maroun, 2017). Hal ini dikare-
na perusahaan dituntut untuk membuat 
laporan keuangan terintegrasi antara lapor
an keuangan dan laporan keberlanjutan. 
Sementara itu, tujuan penerapan integrat-
ed reporting adalah dapat menambah nilai 
perusahaan, bermanfaat bagi manajemen 
untuk menentukan keputusan, dan model 
pembaharuan penyajian laporan keuangan 
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berkelanjutan perusahaan jangka panjang 
(Ballou, Casey, Grenier, & Heitger, 2012). 
Menicucci (2018) dan Wulf, Niemöller, & 
Rentzsch (2014) menyatakan bahwa pe
nerapan integrated reporting dapat mem-
pengaruhi proses bisnis perusahaan dan 
mengubah tradisi atau budaya perusahaan. 
Camilleri (2018) dan Wendy & Higgins (2014) 
menyatakan bahwa adopsi IR tidak memicu 
cara radikal atau inovatif dalam mengung-
kapkan item, tetapi lebih merupakan ben-
tuk pelaporan yang secara bertahap dari pe
laporan keberlanjutan sebelumnya.  Farneti, 
Casonato, Montecalvo, & Villiers (2019) dan 
Hsiao & Kelly (2018) menunjukkan bahwa 
perusahaan yang investornya lebih aktif da-
lam masalah lingkungan dan sosial dapat 
menerapkan IR secara lebih konsisten. Peng
ukuran integrated reporting dilakukan de
ngan menelaah kuantitas item yang diung-
kapkan. Schmidt & Fahlenbrach (2017) dan 
Subramanian (2015) mengungkapkan ada
nya kepemilikan institusional dapat menjadi 
pemicu untuk meningkatkan pengawasan 
agar lebih maksimal pada kinerja manaje-
men. Pengawasan yang baik menunjukkan 
perusahaan telah menerapkan pengelolaan 
yang baik dan dapat mempengaruhi peru-
sahaan dalam menyusun laporan keuangan 
terintegrasi yang hasilnya akan lebih baik 
sesuai dengan prinsip Corporate Governance.  
Teng, Fuller, & Li (2018) menunjukkan hasil 
penelitian yang berbeda. Para pemilik saham 
institusi perusahaan-perusahaan di Indone-
sia ternyata belum sepenuhnya memiliki ke-
sadaran bahwa keberlanjutan perusahaan 
untuk jangka panjang penting dikarenakan 
sebagai pertimbangan utama para investor 
dalam berinvestasi. Kepemilikan saham di-
ukur menggunakan kuantitas saham insti-
tusi dibanding total saham.

Direksi merupakan perangkat mana-
jemen dalam menjalankan perusahaan se
hingga kuantitas dewan direksi dapat mem-
pengaruhi penerapan integrated reporting.  
Feng, Cummings, & Tweedie (2017) men-
gungkapkan keberadaan direksi dapat mem-
pengaruhi penerapan integrated reporting 
dan kuantitas direksi dapat membuat kuan-
titas pengungkapan semakin meningkat. 
Banyaknya kuantitas dewan direksi mam-
pu meningkatkan kekuatan manajerial dan 
dapat meningkatkan fokus pada pelaporan 
karena kuantitas anggota eksekutif di dewan 
meningkat. Artinya, tingginya kuantitas de-
wan direksi akan memudahkan menajemen 
perusahaan dalam penerapan integrated re-

porting, serta meningkatkan pengaruh ek-
sternal dengan perusahaan lain. Setiawan, 
Hapsari, & Wibawa (2018) dan Susilowati, 
Candrawati, & Afandi (2018) mengungkap-
kan hasil yang berbeda yaitu kuantitas de-
wan direksi memiliki pengaruh negatif ter
hadap pengungkapan integrated reporting. 

Komisaris sebagai pengawas kerja ma-
najemen haruslah pihak yang independen 
yaitu pihak yang bebas dari kepentingan 
internal perusahaan sehingga dapat men-
jadi penyeimbang bagi para pemegang sa-
hamnya baik saham mayoritas maupun mi-
noritas. Komisaris independen diharapkan 
menjadi solusi untuk menurunkan risiko 
yang dilakukan oleh manajemen terhadap 
integrated reporting (Lock & Seele, 2016). Be-
berapa peneliti mengungkapkan adanya ko-
misaris independen yang memenuhi syarat 
minimal dari otoritas keuangan dapat mem-
pengaruhi penerapan integrated reporting 
(Bernardi & Stark, 2018; Ramin & Lew, 2015; 
Rezaee, 2016). Haji & Anifowose (2017) me
nyatakan bahwa komisaris independen tidak 
mempengaruhi pengungkapan integrated 
reporting meskipun kuantitas komisaris in-
dependen perusahaan sudah sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan otoritas keuang
an. Masih terdapat perbedaan argumen 
mengenai komposisi komisaris independen 
jika dikaitkan dengan integrated reporting.

Engelbrecht, Yasseen, & Omarjee (2018) 
dan Haji & Anifowose (2016) menyatakan 
peran komite audit adalah pihak internal pe-
rusahaan yang menjamin pelaksanaan tata 
kelola dalam praktik integrated reporting di 
Malaysia. Hasil ini khusus membahas teknis 
peran komite audit agar aspek-aspek pelak-
sanaan tata kelola menjadi efektif dalam 
praktik integrated reporting. Hal ini menun-
jukkan fungsi atau tugas komite audit ber-
dampak positif terhadap penerapan laporan 
keuangan yang terintegrasi atau disebut in-
tegrated reporting. Hal ini bertentangan de
ngan temuan yang mengatakan keberadaan 
komite audit tidak dapat mempengaruhi 
penerapan IR karena tidak ditemukan inde-
pendensi dan keahlian dari mereka. Kılıç & 
Kuzey (2018) menyatakan dalam penelitian-
nya fungsi komite audit untuk mengawasi 
di internal perusahaan memiliki pengaruh 
dalam penyusunan laporan tahunan dengan 
menggunakan rerangka integrated reporting. 
Pengukuran menggunakan skor angka da-
lam bentuk kuantitas total komite audit. Hal 
ini tidak sejalan dengan penelitian Rangkuti, 
Yuliantoro, & Yefni (2019) yang menyatakan 
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komite audit tidak mampu mempengaruhi 
pengungkapan integrated reporting. 

Penelitian terkait dengan corporate go
vernance dikaitkan dengan penerapan lapor
an keuangan terintegrasi masih terbilang 
jarang dilakukan, terlebih penelitian ter-
kait dengan perusahaan yang memiliki sa-
ham mayoritas dari pemerintah. Penelitian 
ini berfokus pada pelaksaaan corporate go
vernance dengan melihat saham mayoritas 
yang dimiliki pemerintah serta keberadaan 
jajaran personel penting pada perusahaan 
sektor nonkeuangan. Selain itu, penelitian 
ini juga menelaah personel penting perusa-
haan dalam menjalankan fungsinya supaya 
dapat menerapkan pelaksanaan integrated 
reporting. Berdasarkan pemahaman yang te
lah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui implikasi corporate governance 
dalam pelaksanaan integrated reporting pada 
BUMN Nonkeuangan.

METODE
Corporate governance merupakan 

suatu pedoman bagi para pemegang sa-
ham terhadap pengelolaan dan sistem un-
tuk kepentingan semua pihak perusahaan. 
Corporate governance diukur menggunakan 
variabel kepemilikan institusi, kuantitas 
direksi, persentase komisaris independen, 
serta kuantitas komite audit. Indikator ini 
merupakan variabel independen. Sementara 
itu, integrated reporting telah mulai dilaku-
kan oleh perusahaan-perusahaan di Indone-

sia. Konsep integrated reporting merupakan 
suatu laporan yang terintegrasi baik lapor
an keuangan, pendapat manajemen peru-
sahaan, governance, dan remunerasi serta 
laporan keberlanjutan perusahaan (sustain-
ability reporting) yang diharapkan dapat 
mempengaruhi kemampuan perusahaan di 
dalam pengelolaan. Integrated reporting me
rupakan variabel dependen.

Penelitian deskriptif adalah menen-
tukan karakteristik tertentu dari suatu 
fenomena dalam setiap variabel meskipun 
diterapkan pada objek serta waktu yang 
berbeda. Fokus sampel adalah perusahaan 
milik pemerintah yang melaporkan laporan 
tahunan di BEI untuk penelitian 2014 hing-
ga 2017. Seluruh populasi yang digunakan 
harus memiliki kriteria yang sama sehingga 
dilakukan pemilihan sampel untuk menen-
tukan perusahaan yang menjadi objek pene-
litian. Berdasar kriteria yang ditentukan di-
peroleh 16 perusahaan BUMN Nonkeuangan 
dalam 1 tahun periode penelitian dan untuk 
4 tahun penelitian sampel penelitian seba
nyak 64 perusahaan BUMN.

BUMN nonkeuangan yang menjadi ob-
jek penelitian merupakan perusahaan yang 
51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan 
akan melihat kesiapan BUMN yang masuk di 
BEI dalam penerapan integrated reporting se-
cara mandatori. Apakah BUMN nonkeuang
an ini dapat menjadi pioneer di Indonesia 
dalam penerapan integrated reporting. Gam-
bar 1 memperlihatkan sejumlah determinan 

Gambar 1. Model Penelitian

Corporate Governance

Saham Institusi

Dewan Direksi

Komisaris Independen

Komite Audit

Integrated Reporting
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elemen-elemen good corporate governance 
yang diproyeksikan dapat mempengaruhi 
pengungkapan integrated reporting.

Berdasarkan Gambar 1, tahap awal 
adalah melakukan analisis terhadap seluruh 
variabel yang diteliti dengan menggunakan 
analisis deskriptif. Data-data pada analiais 
tersebut terkait dengan corporate governance 
dan integrated reporting sehingga dapat 
dilakukan perkiraan dengan menggunakan 
analisis regresi dan melakukan interpreta-
si. Syarat dilakukannya pengujian regresi 
adalah setiap data lolos pengujian asum-
si klasik, khususnya multikolinearitas dan 
heteroskedastisitas. 

Langkah selanjutnya adalah pengujian 
regresi pada data panel. Penggunaan regresi 
disebabkan karena penggunaan data yang 
berciri cross section dan penggunaan periode 
waktu, sehingga dapat diketahui gejala dan 
dampak yang terjadi dalam objek penelitian. 

Dalam data panel terdapat 3 model 
yang harus ditentukan model mana yang 
paling cocok dengan data penelitian. Untuk 
menentukan 3 model tersebut dilakukan 3 
pengujian. Hasil pengujian chow digunakan 
pada aspek penentuan model common effect 
atau fixed effect. Dari hasil pengujian perta-
ma apabila menghasilkan model common ef-
fect, diteruskan dengan pengujian lagrange 
untuk menentukan penggunaan model 
common effect atau random effect. Apabila 
hasilnya berbeda, kedua pengujian terse-
but masuk pada pengujian hausman untuk 
menentukan penggunaan model. Berdasar 
model yang digunakan kita dapat melakukan 
pengujian atas variabel-variabel dalam pene-
litian. Pengujian simultan (F) digunakan un-
tuk mengetahui pengaruh secara bersama 
seluruh variabel indepenpenden terhadap 
variabel dependen yaitu integrated reporting. 
Pengujian t digunakan untuk mengetahui 
adanya pengaruh satu per satu variabel in-
dependen terhadap integrated reporting. Ber-
dasarkan kedua pengujian tersebut, persa-

maan regresi data panel yang diproyeksikan 
sebagai berikut:
	
IR =  + β1K_INS it + β2D_DIR it + β3Kom_
       IND it + β4Komite_AUD it + ε it
Dimana:
IR : Integrated Reporting
α : Konstanta
K_INS : Kepemilikan Insitusional
D_DIR : Dewan Direksi
Kom_IND : Komisaris Independen
Komite_AUD : Komite Audit
εit : Kesalahan residual (error)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap pertama yaitu melakukan anali-

sis terhadap hasil statistik deskriptif untuk 
seluruh variabel penelitian. Variabel corpo-
rate governance yang menggunakan alat pe -
ngukuran kepemilikan institusi, kuantitas 
direksi, persentase komisaris independen dan 
kuantitas komite audit. Integrated reporting 
diproyeksikan dengan pengukuran item atau 
elemen dalam integrated reporting. Hasil per-
hitungan statistik deskriptif digunakan un-
tuk melakukan analisis nonkeuangan, stan-
dar deviasi, serta maksimal dan minimal 
dari semua variabel. Tabel 1 menunjukkan 
hasil perhitungan statistic deskriptif.

Berdasarkan Tabel 1, corporate go
vernance dapat dilihat dari hasil penilaian 
kepemilikan institusi, kuantitas direksi, 
persentase kuantitas komisaris independen 
dan kuantitas komite audit. Kepemilikan 
institusi memiliki rerata 0,2076 dan stan-
dar deviasi 0.1538 yang artinya data tidak 
bervariasi. Nilai maksimal 0,9014 dipegang 
oleh Semen Baturaja pada tahun 2015 un-
tuk nilai minimal 0,0015 oleh Kimia Farma 
pada tahun 2014. Hal ini memperlihatkan 
kepemilikan institusional perusahaan meng
alami kenaikan di tahun 2015 tetapi tidak 
diikuti di 2 tahun berikutnya yaitu 2016 dan 

K_INS D_DIR Kom_IND Komite_AUD IR
Rerata 0,2076 5,9687 0,3751 3,9375 0,7808
Maksimal 0,9014 9 0,6000 7 0,9286
Minimal 0,0015 3 0,1667 2 0,5794
Standar Deviasi 0,1538 1,3329 0,0831 1,1802 0,0749

Tabel 1. Statistik Deskriptif
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2017. Hal ini dapat disebabkan saham ma
yoritas dipegang oleh pemerintah, yang sa
ngat dipengaruhi oleh regulasi yang berlaku. 

Kuantitas anggota dewan direksi dalam 
statistik deskriptif memiliki rerata 5,9687 
dengan standar deviasi 1,3329. Hal ini 
menunjukkan data tidak bervariasi. Hasil 
pengujian menyatakan kuantitas dewan di-
reksi pada BUMN telah sesuai dengan pera-
turan pemerintah yang ditetapkan melalui 
OJK tahun 2014. Dalam peraturan ini di-
tentukan kuantitas direksi tiap perusahaam 
paling sedikit adalah 2 orang. Nilai mini-
mal kuantitas direksi 3 orang terdapat pada 
Indofarma tahun 2014 sampai 2017 dan Se-
men Indonesia di tahun 2016. Angka maksi-
mal kuantitas dewan direksi 9 orang terlihat 
pada Telkom Indonesia di 2016 serta Garu-
da Indonesia tahun 2017. Arti dari hasil ini 
adalah semakin besar perusahaan, kuanti-
tas dewan direksi pun semakin banyak. Hal 
ini diharapkan dapat membantu manajemen 
dalam melaksanakan tugasnya. 

Komisaris independen memiliki rerata 
0,3751 dan standar deviasi 0,0831 menun-
jukkan data tidak bervariasi. Angka minimal 
0,1667 dimiliki oleh Waskita Karya di 2016. 
Angka maksimal 0,6000 dipegang oleh Se-
men Batu Raja selama tahun 2014 sampai 
dengan 2016. Berdasar tabulasi data dan 
pengujian, ternyata dari 16 BUMN hanya 
terdapat 10 BUMN yang memiliki komisaris 
independen di bawah rerata, sehingga dapat 
diartikan bahwa komisaris independen un-
tuk BUMN yang masuk di BEI cenderung se-
dikit. Penyebabnya adalah mayoritas saham 
dimiliki pemerintah sehingga penentuan ko-
misaris juga masih banyak campur tangan 
pemerintah yang mengakibatkan turunnya 
nilai komisaris independen.

Komite audit memiliki rerata 3,9375 
dan standar deviasi 1,1802 yang artinya 
data tidak bervariasi. Angka minimal sebe-
sar 2 dipegang oleh Adhi Karya di 2014 dan 
Indofarma selama 2015 dan 2016. Angka 
maksimal sebesar 7 dipegang oleh Krakatau 
Steel di tahun 2016 serta Telkom Indonesia 
di tahun 2015. Dari tabulasi data diperoleh 
hasil dari 16 BUMN terdapat 8 BUMN memi-

liki komite audit diatas rerata, sehingga 
dapat diartikan kuantitas komite audit pada 
BUMN non-keuangan tinggi. Sebagai peru-
sahaan dengan mayoritas saham milik pe-
merintah, BUMN harus menunjukkan kredi-
bilitasnya dengan memiliki kuantitas komite 
audit sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pada variabel integrated reporting di-
tunjukkan rerata 0,7808 yang berarti ele-
men pengukurannya tinggi. Nilai standar 
deviasi 0,0749 menunjukkan nilai tersebut 
lebih rendah dibanding nonkeuangan. Oleh 
karena itu, dapat disimpulkan bahwa data 
pada variabel integrated reporting tahun 
2014-2017 adalah tidak bervariasi. Angka 
maksimal sebesar 0,9286 dipegang PT Ti-
mah. Hal ini karena PT Timah mengungkap-
kan 50 item elemen integrated reporting dari 
total 57 item pada laporan tahunan periode 
2017. Angka minimal sebesar 0,5794 di-
pegang PT Kimia Farma. hal tersebut dapat 
diartikan bahwa perusahaan tersebut hanya 
mengungkapkan 37 item elemen integrated 
reporting dari total 57 item pada laporan ta-
hunan periode 2014. Berdasar data terlihat 
bahwa pengungkapan integrated reporting 
mengalami peningkatan dari tahun 2014 
sampai dengan 2017. BUMN yang diharap
kan menjadi pioneer dalam pelaksanaan in-
tegrated reporting tampak sudah mulai mem-
persiapkan dan menerapkan pelaporannya.

Langkah selanjutnya adalah menentu-
kan model yang digunakan dalam penelitian. 
Hasil pengujian penentuan model terlihat 
pada Tabel 2.

Berdasar Tabel 2 hasil chow test menun-
jukkan prob. chi-square sebesar 0,5110 se-
hingga menggunakan common effect mo
del. Hasil hausman test menunjukkan prob. 
chi-square sebesar 0,8025 artinya menggu-
nakan model random effect. Terdapat perbe-
daan penggunaan model dari dua pengujian 
sebelumnya, dilanjutkan dengan melaku-
kan pengujian lagrange. Hasil cross section 
Breusch-Pagan sebesar 0,3394. Hasil ini 
menunjukkan penggunaan model common 
effect.

Langkah selanjutnya adalah melaku-
kan pengujian asumsi klasik yang merupa-

Tabel 2. Ringkasan Pengujian Chow – Pengujian Hausman - Pengujian Lagrange

Prob. Chi-Square Breusch-Pagan Hasil
Chow Test 0,5110 Common effect model
Hausman Test 0,8025 Random effect model
Lagrange Test 0,3394 Common effect model
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kan syarat penggunaan regresi data panel. 
Langkah pertama dalam pengujian asumsi 
klasik adalah dengan melakukan penguji-
an multikolinearitas untuk melihat model 
regresi yang akan digunakan. Ditemukan 
pengaruh antarvariabel bebasnya (Astivia & 
Kroc, 2019; Can, Schoot, & Hox, 2015). Jika 
angka korelasi <0,9, maka model regresi 
dapat digunakan. Hasil pengujian multiko-
linearitas terlihat pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 nilai variabel independen 
< 0,9. Berdasar teori yang dijelaskan sebe
lumnya maka hasil menunjukkan variabel 
bebas tidak terdapat korelasi. 

Pengujian asumsi klasik kedua adalah 
heteroskedasitas. Pengujian ini tidak boleh 
terjadi untuk sebuah model regresi. Nilai 
heteroskedasitas dapat melihat probabilitas. 
Berdasarkan hal tersebut, hasil pengujian 
heterokedasitas dapat ditelaah pada Tabel 4.

Tabel 4 merepresentasikan bahwa nilai 
probabilitas setiap variabel >0,05. Artinya, 
hasil pengujian dalam penelitian ini tidak 
terjadi heteroskedastitias.

Tahap terakhir adalah melakukan 
pengujian regresi data panel menggunakan 
model yang telah dilakukan test common ef-
fect. Hasil pengujian tersebut dapat ditelaah 
pada Tabel 5.

Tabel 5 hasil pengujian model common 
effect menampilkan persamaan regresi un-
tuk menjelaskan pengaruh kepemilikan in-
stitusi, kuantitas direksi, persentase komi
saris independen, dan kuantitas komite 
audit terhadap integrated reporting untuk 
BUMN yang terindeks di BEI.	

IR = 0,552140 + 0,058260 K_INS + 0,021703 
         D_DIR + 0,079921 Kom_IND + 0,014337 
       Komite_AUD + ε

Pada Tabel 5 F-statistic sebesar 
0,000001 memiliki nilai di bawah 0,05 yang 
artinya corporate governance memiliki pe
ngaruh terhadap integrated reporting. Adus-
juted R-square sebesar 0,396974 (39,69%) 
digunakan untuk melihat besar pengaruh 
good corporate governace terhadap integrat-
ed reporting secara simultan. Hasil pengu-
jian statistik menunjukkan nilai coefficient 
positif yang artinya kepemilikan institusi, 
kuantitas direksi, proporsi komisaris inde-
penden, dan kuantitas komite audit memiliki 
pengaruh positif dengan integrated reporting. 

Probabilitas pada kepemilikan institusi 
0,11847 dan komisaris independen 0,3107 
artinya kepemilikan institusi dan propor-
si komisaris independen tidak berpengaruh 
terhadap penerapan integrated reporting. 
Nilai probabilitas kuantitas dewan direksi 
0,0009 dan komite audit 0,0390 menun-
jukkan bahwa kuantitas direksi dan komite 
audit dalam perusahaan berpengaruh terha-
dap penerapan integrated reporting. 

Rerata kuantitas keseluruhan peng
ungkapan elemen integrated reporting pada 
laporan tahunan BUMN yang masuk di BEI 
sebesar 77% (lihat Tabel 6), sehingga dapat 
diartikan bahwa integrated reporting pada 
BUMN yang terindeks di BEI sejak tahun 
2014 sampai dengan tahun 2017 secara ke-
seluruhan cenderung tinggi. Delapan elemen 
integrated reporting pengungkapan yang ter-

Tabel 3. Pengujian Multikolinearitas

K_INS D_DIR Kom_INS Komite_AUD
K_INS 1,000000 -0,029197 0,127329 -0,065168
D_DIR -0,029197 1,000000 -0,120904 0,493146
Kom_INS 0,127329 -0,120904 1,000000 -0,001457
Komite_AUD -0,065168 0,493146 -0,001457 1,000000

Tabel 4. Pengujian Heteroskedasitas

Variabel Probabilitas
C 0,0433
K_INS 0,8515
D_DIR 0,9091
Kom_INS 0,9965
Komite_AUD 0,5104
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tinggi adalah pengungkapan tata kelola or-
ganisasi (governance), kinerja, dan prospek 
masa depan dengan nilai rerata 91%, 90%, 

-
babkan sudah menjadi kewajiban BUMN 
menyajikan elemen-elemen tersebut dalam 
pelaporan berdasarkan keputusan yang 
dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan tahun 
2016 tentang Penyampaian Laporan Tahu-
nan. Pengungkapan terendah adalah mod-
el bisnis dan dasar pengungkapan elemen. 
Model bisnis ini membahas sistem dalam 
perusahaan yang mengubah input menjadi 
output yang dapat berpengaruh pada modal 
perusahaan. Perubahan ini karena adanya 
aktivitas yang dijalankan perusahaan (Her-
mawan, Biduri, Hariyanto, & Ningdiyah, 
2019). Rendahnya penerapan elemen model 
bisnis kemungkinan disebabkan oleh model 
bisnis merupakan bagian dari dapur peru-
sahaan. Maka, tingkat kerahasiaannya ting-
gi bagi perusahaan sehingga pengungkap
an secara sukarela masih terbatas. Adapun 

dasar pengungkapan elemen merupakan 
pengungkapan informasi perusahaan me-
nentukan data-data yang digunakan dalam 
laporan dan bagaimana informasi tersebut 
diukur (Liyundra, Sayekti, & Roziq, 2017; 
Naynar, Ram, & Maroun, 2018). Informasi 
yang bersifat sukarela mendorong perusa-
haan-perusahaan hanya menyajikan infor-
masi yang diperlukan, sehingga mengakibat-
kan minimnya informasi.

Sebaran data pengungkapan integrated 
reporting selama periode penelitian dari ta-
hun 2014 sampai tahun 2017 (lihat Tabel 7). 
Pada Tabel 7 terlihat 9 perusahaan memiliki 
nilai di bawah rerata sebesar 56% sehingga 
dapat diartikan bahwa belum seluruh BUMN 
melakukan penerapan integrated reporting 
terutama untuk informasi yang bersifat su-
karela.

Rendahnya nilai pengungkapan inte-
grated reporting dapat disebabkan pelaporan 
integrated reporting masih bersifat voluntary. 
Perusahaan menilai harus memperbaiki tata 

Tabel 5. Hasil Pengujianan Common Effect Model

Variabel Koefisien Strd. Error t-Stat Probabilitas
C 0,552140 0,042639 12,94929 0,0000
K_INS 0,058260 0,043406 1,342217 0,1847
D_DIR 0,021703 0,006230 3,483575 0,0009
Kom_IND 0,079921 0,078161 1,022516 0,3107
Komite_AUD 0,014337 0,006789 2,111742 0,0390

Weighted Statistics
R-squared 0,435261  Nonkeuangan 0,914024
Adjusted R-squared 0,396974  S.D. Dependen Variabel 0,346133
S.E. of Regression 0,067485  Sum Squared Residual 0,268701
F-statistic 11,36826  Durbin-Watson Statistic 2,020765
Prob (F-statistic) 0,000001

Tabel 6. Pengungkapan Elemen-Elemen Integrated Reporting

Elemen 2014 2015 2016 2017 Rerata
Gambaran Perusahaan dan Kondisi Eksternal 79% 74% 75% 76% 76%
Tata Kelola Perusahaan 88% 91% 92% 92% 91%
Karakteristik bisnis 57% 62% 65% 63% 61%
Risiko dan Peluang 79% 85% 81% 81% 82%
Strategi dan Pelaksanaannya 63% 68% 66% 67% 66%
Kinerja Perusahaan 88% 89% 92% 93% 90%
Prospek Ke Depan 90% 91% 94% 94% 92%
Dasar Pengungkapan 56% 52% 65% 65% 59%
Rerata Elemen 75% 77% 79% 79% 77%
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kelola perusahaan agar dapat menyusun in-
tegrated reporting. Tata kelola dalam perusa-
haan disebut juga good corporate governance, 
diukur dengan kepemilikan saham institusi 
yaitu saham mayoritas milik pemerintah, 
kuantitas direksi diatur dalam Peraturan 
OJK, komposisi komisaris independen yang 
dinilai dapat mengawasi kerja direksi dan 
komite audit dalam melakukan pengawasan. 
Tabel 8 menunjukkan sebaran data good cor-
porate governance selama periode penelitian.

Berdasarkan data Tabel 8 terlihat 
turunnya nilai kepemilikan institusi dari 
tahun 2014, 2015, dan 2016, tetapi meng
alami kenaikan pada tahun 2017. Ar
tinya, kepemilikan saham pihak institusi 
menurun. Hal ini dapat diartikan besarnya 
saham yang dimiliki institusi pemerintahan 
pada perusahaan tidak serta merta dapat 
mempengaruhi kebijakan perusahaan un-
tuk mengungkapkan integrated reporting. 
Para investor institusional belum tentu 
memberikan perhatian pada perusahaan 
untuk melakukan pelaporan tahunan yang 
terintegrasi. Pemilik saham terbesar peme
rintah ternyata belum mampu membuat 
perusahaan memahami pentingnya laporan 
tahunan terpadu yang berguna juga untuk 
keberlanjutan perusahaan di masa selan-
jutnya. Pemerintah masih berharap potensi 
perusahaan dari sisi keuangan yang sebetul-
nya lebih fokus pada keberlangsungan peru-
sahaan jangka pendek, tetapi investor lebih 
cenderung terhadap keberlanjutan nilai pe-
rusahaan jangka panjang. Penelitian tentang 
kepemilikan saham institusi sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Elgergeni, Khan, 
& Kakabadse (2018), yaitu hasil kepemilikan 
institusi tidak memiliki pengaruh pada inte-

grated reporting. Sementara itu,  Schmidt & 
Fahlenbrach (2017) dan Subramanian (2015) 
menyatakan pentingnya peran kepemilikan 
institusi di dalam pengawasan dan kiner-
ja manajemen untuk dapat menghasilkan 
laporan keuangan yang terintegritas sesuai 
dengan prinsip good corporate governance. 

Dewan direksi dalam perusahaan mem-
punyai peranan utama dalam menjalankan 
tata kelola di perusahaannya yaitu penentu-
an kebijakan perusahaan serta melakukan 
pengamanan untuk investor dalam periode 
waktu ke depan. (Agyei-Boapeah, Ntim, & 
Fosu, 2019; Garcia-Torea, Fernandez-Fei-
joo, & Cuesta, 2016). Peraturan OJK Nomor 
33 tahun 2014 mengatur keberadaan di-
reksi dalam perusahaan merupakan pelak-
sana dalam perusahaan yang memiliki we-
wenang serta tanggung jawab pada suatu 
perusahaan publik untuk kepentingannya 
sendiri. Berdasarkan maksud dan tujuan 
perusahaan publik seluruh kegiatan baik 
dalam ataupun luar perusahaan dilakukan 
berdasar ketentuan anggaran dasar. Pada 
Tabel 8 ditunjukkan kuantitas dewan direk-
si mengalami peningkatan selama periode 
penelitian. Penambahan dewan direksi ini 
dapat membantu perusahaan dalam men-
jalankan kebijakan. Dewan direksi harus 
mampu menentukan kebijakan yang tepat 
dan pengelolaan sumber daya perusahaan 
untuk penggunaan jangka pendek dan jang-
ka panjang. Tugas direksi dengan adanya 
integrated reporting yaitu adanya pelapor
an yang terintegrasi, adalah memudahkan 
dalam pengambilan keputusan yang dapat 
meningkatkan nilai perusahaan di masa 
mendatang. Faktor lain adalah setiap dewan 
direksi mempunyai tanggung jawab peker-

Tabel 7. Sebaran Data Integrated Reporting

Integrated Reporting Total Persentase
Di Atas Rerata 0,7808 7 44%
Di Bawah Rerata 0,7808 9 56%
Total 16 100%

Tabel 8. Sebaran Data Good Corporate Governance

2014 2015 2016 2017
Kepemilikan Institusi 43,75% 31% 19% 25%
Dewan Direksi 25% 25% 69% 69%
Komisaris Independen 38% 44% 44% 38%
Komite Audit 44% 56% 50% 63%
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jaan berbeda sehingga masing-masing harus 
melaporkan tanggung jawabnya. Koordina-
si, komunikasi, dan pembuatan keputusan 
diperlukan sebagai dasar untuk pelaporan 
integrated reporting yang dapat dijadikan 
media perusahaan untuk menunjukkan 
kepedulian perusahaan terhadap kebutuh
an stakeholder. Penelitian terkait kuantitas 
direksi ini sejalan dengan penelitian Setia, 
Abhayawansa, Joshi, & Huynh (2015) yang 
menyatakan bahwa kuantitas direksi dapat 
mempengaruhi penerapan integrated report-
ing pada perusahaan. Penelitian  Higgins, 
Stubbs, Tweedie, & McCallum (2019) me
nyatakan banyaknya kuantitas dewan direk-
si pada perusahaan mampu meningkatkan 
kekuatan manajerial dan fokus terhadap 
pelaporan dikarenakan kuantitas anggota 
eksekutif meningkat sehingga akan memu-
dahkan penerapan integrated reporting peru-
sahaan. Dari temuan terdahulu yang telah 
disebutkan dan pengujian ini menunjukkan 
bahwa direksi mampu mempengaruhi pe
nerapan integrated reporting, serta kuantitas 
direksi pada perusahaan mampu mening-
katkan kuantitas pengungkapan integrated 
reporting. 

Menurut Undang-Undang Perseroan 
Terbatas minimal keberadaan komisaris in-
dependen 30% dari seluruh kuantitas ko-
misaris. Secara umum mereka melakukan 
tugas pengawasan atas kebijakan perusa-
haan, apakah telah diterapkan dan ditaati, 
baik kebijakan tentang perseroannya mau-
pun apa yang telah dilakukan perseroan, 
serta memberi pendapat atau saran kepada 
direksi. Berdasarkan tugasnya komisaris 
independen hanya mengawasi dewan direk-
si sebagai pelaksana jalannya manajemen, 
karenanya komisaris independen tidak ter-
lalu memperhatikan informasi yang sifatnya 
voluntary. Komisaris independen lebih con-
cern terhadap informasi yang sifatnya man-
datory, sehingga tidak mempengaruhi peng
ungkapan integrated reporting. Meskipun 
komposisi komisaris independen dalam pe-
nelitian ini cenderung tidak mengalami pe-
rubahan, hal ini tidak mempengaruhi peng
ungkapan integrated reporting perusahaan. 
Keberadaan komisaris independen sebagai 
pemegang saham diharapkan dapat mewaki-
li kepeilikan saham minoritas. Kuantitas ko-
misaris independen ini lebih kecil dibanding 
dengan anggota komisaris pemegang sa-
ham mayoritas yang menyebabkan penga-
wasan dari komisaris independen menjadi 
tidak efektif. Hal ini dapat mengakibatkan 

pengungkapan informasi perusahaan tidak 
dapat tersampaikan kepada stakeholder se-
hingga tidak berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan integrated reporting. Hal ini 
sama dengan penelitian Hijriah, Subroto, & 
Nurkholis (2019) dan Liu, Jubb, & Abhay-
awansa (2019) yang hasilnya menyebutkan 
bahwa proporsi komisaris independen tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan in-
tegrated reporting. Penyebabnya bisa kare-
na hasil rapat komisaris independen lebih 
membahas kinerja perusahaan yang lebih 
fokus pada laporan keuangan yang bersifat 
wajib. Komisaris independen belum melak-
sanakan fungsinya pada pelaporan yang 
bersifat voluntary. 

Komite audit memiliki tugas menyam-
paikan saran kepada komisaris perusahaan, 
terutama hal-hal terkait pelaporan keuang
an yang disusun dan disampaikan direk-
si kepada komisaris. Artinya, keberadaan 
komite audit dapat mendukung perusahaan 
dalam mempublikasikan integrated report-
ing. Berdasar hasil pengujian menunjukkan 
keberadaan komite audit rerata sudah lebih 
dari standar minimal yaitu paling sedikit 3 
orang. Perusahaan sudah menerapkan pera-
turan pemerintah yang ditetapkan OJK ta-
hun 2015 melalui Peraturan Nomor 55 yang 
mengatur keberadaan minimal komite audit 
adalah tiga orang. Peran komite audit selain 
diatur dalam Peraturan OJK, juga diatur 
dalam SK Menteri BUMN tahun 2002 dan 
UU BUMN 2003 yang menyatakan bahwa 
komite audit menyampaikan saran kepada 
komisaris perusahaan untuk seluruh lapor
an yang disampaikan oleh direksi, melaku-
kan pengawasan, dan mendukung peker-
jaan manajemen untuk dapat bekerja lebih 
baik. Berdasarkan tugasnya komite audit 
dapat mendukung manajemen untuk meng
ungkapkan dan meningkatkan pengungkap
an pelaporan perusahaan, termasuk dalam 
pengungkapan integrated reporting. Sejalan 
dengan penelitian Agyei-Boapeah, Ntim, & 
Fosu (2019) dan Levillain & Segrestin (2019) 
bahwa komite audit dapat mempengaruhi 
laporan tahunan yang menggunakan pola 
integrated reporting. Fungsinya dalam pene
rapan tata kelola, tugasnya adalah melaku-
kan pengawasan pada kegiatan perusahaan 
yang diharapkan mampu menurunkan ke-
jadian negatif yang mungkin dilakukan oleh 
manajemen. Maka, komite audit diharap-
kan dapat meminimalisasi agency problem. 
Haji & Anifowose (2016) dan Rivera-Arrubla, 
Zorio-Grima, & García-Benau (2017) men-
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yatakan bahwa peran komite audit adalah 
pihak internal perusahaan yang menjamin 
pelaksanaan tata kelola dalam praktik inte-
grated reporting di Malaysia. Hasil ini khu-
sus membahas bagaimana peran komite 
audit agar aspek-aspek pelaksanaan tata 
kelola menjadi efektif dalam praktik integrat-
ed reporting. Efektivitas komite audit mem-
perlihatkan bahwa kuantitas komite audit 
mampu meningkatkan praktik IR. Semen-
tara itu, pendapat Kılıç & Kuzey (2018) dan 
Lock & Seele (2016) menyatakan pentingnya 
komite audit sebagai pengawas internal pe-
rusahaan memiliki pengaruh positif terha-
dap pelaporan keuangan dengan rerangka 
integrated reporting.

Secara keseluruhan tidak seluruh 
faktor dalam corporate governance mampu 
membuat perusahaan menerapkan inte-
grated reporting. Proses penyusunan sam-
pai dengan pelaporan laporan terintegrasi 
ini dapat dikatakan mutlak menjadi bagian 
dari manajemen perusahaan. Oleh kare-
na itu, direksi yang menjadi ujung tombak 
penanggung jawab laporan keuangan akan 
berpengaruh pada penerapan integrated re-
porting. Komite audit yang memiliki tugas 
untuk mengawasi pekerjaan direksi ternya-
ta dapat mempengaruhi penerapan laporan 
keuangan perusahaan sehingga dua bagian 
dari corporate governance ini akan saling ter-
kait. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan 
BUMN yang pemilik sahamnya mayoritas 
adalah pemerintah. Akibatnya, perusahaan 
akan sangat terpengaruh dengan perubah
an regulasi dan peran pemerintah dalam 
menentukan siapa yang akan menjadi ko-
misaris dalam perusahaan. Hal ini tentu
nya dapat mengurangi tingkat independen-
si. Dapat dipastikan saham institusi untuk 
perusahaan BUMN bentuknya sudah diten-
tukan oleh pemerintah melalui kementerian 
terkait, menyebabkan saham institusi milik 
pemerintah tidak mempengaruhi penerap
an integrated reporting. Siapa yang akan 
menduduki posisi komisaris ditentukan 
oleh pemerintah melalui proses dan syarat 
rekruitmen yang baik. Akan tetapi, karena 
mayoritas diambil dari sektor pemerintah, 
beberapa komisaris yang diangkat masih 
memiliki posisi atau jabatan di tempat lain 
yang tentunya dapat mengurangi indepen-
densi komisaris tempat dia bekerja. Kondisi 
ini bertentangan dengan teori yang menya-
takan komisaris independen harus terbebas 
dari kepentingan yang lain. Hal ini dapat 

menjadi masukan untuk perusahaan di 
bawah BUMN dalam menentukan komisaris 
independen haruslah orang yang terbebas 
atau tidak memiliki kepentingan di tempat 
lain.

SIMPULAN
Corporate governance pada BUMN 

nonkeuangan ini telah diterapkan dengan 
baik. Hal ini terlihat dari hasil kepemilikan 
institusi, kuantitas direksi dan komite au-
dit, serta keberadaan komisaris independen 
yang berpengaruh terhadap pengungkap
an integrated reporting. Pilar utama dalam 
menjalankan kebijakan perusahaan dalam 
penyusunan pelaporan keuangan adalah di-
reksi. Melalui posisinya ini seorang direksi 
dapat mempengaruhi pengungkapan inte-
grated reporting. Komite audit dalam perusa-
haan tugasnya adalah memberi saran atas 
laporan yang dibuat dewan direksi kepada 
komisaris. Oleh karena itu, apabila lapor
an dewan direksi sudah baik, komite audit 
akan memberikan masukan yang positif 
terhadap komisaris. Sebagai badan usaha 
milik pemerintah, BUMN telah memenuhi 
persyaratan OJK yaitu kuantitas direksi dan 
komite audit. Kepemilikan institusi yang 
merupakan peran investor dan komposisi 
dewan komisaris independen tidak memili-
ki pengaruh. Hal ini dapat disebabkan tidak 
adanya peran penting baik investor maupun 
komisaris dalam menunjang pengungkapan 
integrated reporting dalam perusahaan. In-
vestor hanya memerlukan laporan tahunan 
untuk mengetahui kinerja perusahaan ter-
kait dengan investasi yang dilakukan. Komi
saris independen pun hanya memiliki fungsi 
memberikan saran terhadap pengungkapan 
integrated reporting yang terdapat dalam 
laporan tahunan. Indikator keberadaan di-
reksi dan komite audit tidak selalu diukur 
menggunakan kuantitas sesuai dengan 
peraturan OJK. Dapat juga untuk menilai 
keberadaan direksi dan komite audit dilihat 
dan dianalisis menggunakan latar belakang 
pendidikan sesuai dengan kebutuhan atau 
keahlian yang diperlukan, kuantitas rapat, 
dan independensi. 

BUMN merupakan badan usaha yang 
kepemilikan saham terbesarnya pemerin-
tah sehingga mudah dipengaruhi regulasi 
pemerintah. BUMN harus mampu berdi-
ri di tengah seringnya perubahan regulasi 
yang dilakukan pemerintah dan mengurangi 
conflict of interest yang terjadi dalam tubuh 
perusahaan. Saham mayoritas yang dimili-
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ki pemerintah tidak membuat perusahaan 
sangat bergantung pada pemerintah, ter
utama dalam penentuan jajaran direksi dan 
komisaris seharusnya tidak dipengaruhi 
oleh birokrasi pemerintah. Direksi dan ko-
misaris terpilih tidak hanya melalui proses 
pemilihan yang panjang, tapi tanpa adanya 
campur tangan dan kepentingan dari pe-
merintah sebagai pemilik saham terbesar. 
Kementerian terkait dalam menentukan ja-
jaran direksi dan komisaris harus mampu 
melepas conflict of interest. Seorang direksi 
harus melepas jabatannya di perusahaan 
lain. Juga melepas keanggotaannya apabila 
masih terlibat dalam sebuah partai. Komisa-
ris juga tidak memegang posisi komisaris di 
perusahaan swasta atau anak perusahaan 
BUMN lainnya.

Penelitian ini tidak lepas dari banyak 
kekurangan, khususnya pada aspek indi
kator pengungkapan. Masih terdapat fak-
tor penyebab lainnya yang dapat digunakan 
sebagai alat ukur indikator pengungkapan 
integrated reporting, seperti besar kecilnya 
perusahaan yang menggunakan total akti-
va. Selain itu, penelitian masa mendatang 
dapat memasukkan faktor eksternal peru-
sahaan, yaitu auditor eksternal. Opini yang 
dikeluarkan auditor eksternal dapat mem-
pengaruhi integrated reporting karena setiap 
opini dapat berakibat keterkaitan investor 
terhadap perusahaan. Usulan lainnya bagi 
penelitian masa mendatang adalah penggu-
naan variabel yang lebih teknis seperti corpo-
rate sustainability, ukuran perusahaan, dan 
capital market sehingga dapat mengetahui 
pemahaman dan pentingnya pelaksaaan in-
tegrated reporting bagi perusahaan.
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